nesia

e

PUTUSAN
Nomor 0398/ Pdt. G/ 2017/ PA Br.

asa ) O ) B a
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan

putusan antara:

I 20 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Parese
(Belakang Pasar Takkalasi), Kelurahan Takkalasi, Kecamatan
Balusu, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat.
melawan
I i 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Galung, Desa Galung,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka

sidang.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal

6 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0398/ Pdt. G/ 2017/ PA

Br. tanggal 6 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari
Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013, di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi,
Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 00036/ 156/ X/ 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan
Balusu, Kabupaten Barru, bertanggal 04 Oktober 2013.
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Disclaimer
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Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majeli
yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memb

Sebagai berikut :
Primer -

. Bahwa setelah perkawinan berlangSUn

membina rumah tangga selama Sain tahg Penggugat dan Tergugat telah
i un tuj 5
Penggugat di Takkalasi (Barru) dan ph Juh bulan di ryman orang tua

Penggugat.

hwa keadaan
 Ba rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan

rukun dan harmonis, namun pada buylan Januari 2014 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
a) Tergugat sering keluar malam; '
b) Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain tapi

Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa
merubah sifatnya.

. Bahwa pada bulan Mei 2015, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak

lagi menjalin hubungan mesra dengan perempuan selingkuhan Tergugat
namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat setelah kejadian tersebut
Tergugat dan orang tua Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang
tua Penggugat di Takkalasi (Barru) dan pada bulan Juni 2017, Tergugat
telah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat hal tersebut
diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri.

. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Mei 2015 sampai sekarang (2 tahun 7 bulan), dan selama itu Penggugat

dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat

lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya
Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, naka
s Hakim

eri putusan
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sia

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat

3. Membebankan biaya perkarg menurut hyky,
Subsider : "
Apa

bila Majelis i
jells Hakim berpendapat lain, mohon pyt
adilnya. Pulusan yang seadil-

Bahwa, pada hari Persidangan yang telah
datang menghadap dimuka persidangan, seqan

datang menghadap meskipun kepadanya telah
resmi oleh Jurusita Pengganti

ditentukan Penggugat telah
gkan Tergugat tidak pernah

’ dipanggil dengan patut dan
engadilan Agama Barry

pada tanggal 8
Desember 2017 dan tanggal 28 Desember 2017 sedang tidak datangnya

Tergugat itu ternyata tidak menunj
pula mewakilkan kepada orang Iain]::s:na?ll:an :UKum [one oo, an ek

Bahwa, Majelis Hakim telah menis' ?sa i
| | ihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
00036/ 156/ X/ 2013, tanggal 4 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA
Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan

dua orang Saksi masing-masing bernama A

mberikan

dentitas
3

Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah me.
eterangan i persidangan secara terpisah di bawah sumpah, sedang |
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! esia

Saksi telah tercatat dalam berita acarg persidan

9an yang tigak terpisahkan dari

ini, pada pokoknya telah
putusan ini, pa menerangkan hay.,
-hal sebagai berikyt-
ut:

saksi Pertama, I

um
penggugat: ur 40 tahun, Sebagai Tante

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bermama Jusri sebagai i
- sebagai suami

. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantia
n

ua Tergugat:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina ruma tangga selama satu
tahun tujuh bulan dan telah dikaruniai saty orang anak;

di rumah orang tua Penggugat dan di ryman orang t

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak

harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan balik memarahi
Penggugat jika dinasihati atau ditegur, Tergugat juga menjalin hubungan
cinta dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Mei 2015 sampai sekarang sudah dua tahun tujuh bulan lamanya dimana
Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat
bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada
Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk
membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

t, namun
Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Terguga

tidak berhasil.
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asia

saksi Kedua,-’ D

Umur 23
kali Penggugat: ahun, sebagsi S€pupu dua

. Bahwa Saksi mengenal Tergugat yang ber
"ama

gat tinggal secara bergantian

rang tua Tergugat:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membing rumah

tahun tujuh bulan dan telah dikaruniaj satu orang anak:

. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergy
di rumah orang tua Penggugat dan g rumah o

tangga selama saty

. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis karena Tergugat sering keluar malam dan jika dinasehati
Tergugat balik memarahi Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan
perempuan lain,

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Mei 2015 sampai sekarang sudah dua tahun tujuh bulan lamanya dimana
Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat
bahkan sudah tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada
Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk
membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun

tidak berhasil karena Tergugat juga sudah tidak mau lagi kembali rukun

bersama Peng
gugat.
alat buktinya dan dalam

Bahwa ncukupkan
» Penggugat me P k bercerai dengan

kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya s
Tergugat, selanjutnya mohon putusan. 5
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ahwa, segala sesuatu oo
BT, PG Yang terjadi selam, Persig
elah termuat dalam berita acara perSidanga I9angan in SeMuany,

) » N, maka
Jraian dalam pertimbangan inj Majelis Hakim ki Ntuk Mempersingkat
Menunjuk pe

sebaga bagian yang tidak terpisahkan dari pe rtimbangan fita acara
an ini,
PERTIMBANGAN HUKum
Menimbang, bahwa maksud dap tujuan gugatan Pen
sebagaimana terurai di atas. dgugat adalah

Menimbang, bahwa perkara ini adaah perkara
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) undang-Undang

tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tent
! ntan
Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadila?x

Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak
ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka berdasarkan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, Prosedur
rli‘:jifaSibtidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur da;l:;e:?:a' n: e:i\;: (‘Z)I
Penw(m) PERMA Nomor 1 Tahun. 2o1§ Tentang e tpaya dama

an. Meskipun demikian Maijelis Hakim tetap mea

. . n Pasal
melaly; Penasihatan kepada Penggugat, sebagaimana ketentua 6
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esia

154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Peratyra
’ n
1075, agar mengurungkan niatnya unty 8y

erintah Nomor 9 Tahyp

tangga bersama Tergugat, namun tidak peyqg;
imbang, bahw.
Meni g a Penggugat Mengajukan g,
Tergugat dengan alasan rumah tangga p, gatan cerg; terhadap

. . Nggugat dan T
harmonis sejak bulan Januari 2014 disebabkan Tergugat er(f;,ugat Mulai tidak
Sering keluar mal|
am

Tergugat tidak mungkin hidup rukun da|

am rumah tangga,
Menimbang,

bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor g tahun 1975, yait
» Yaitu

antara Penggugat dengan Ter y -
perselisihan dan tidak a:a hara;;e:jrs\J 2tntt§I:ur:dnL::nrzrkl:Sn tder:adl i

T P Z ar-n runfwah tangga lagi.

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bert n a""dal"‘ S

anda P, yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bemilai
sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
mengikat dan sempurna sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal
05 Oktober 2013 dan harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat
Mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang
Sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam
Pérkara ini adalah terjadinya perselisinan dan pertengkaran, maka belum cukcP
Aasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum

. kat
mendengarkan keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang de "

dari p , | 22 ayat (
Pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasd 7
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oeralura” pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaks 'sia
yndand Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Ung )
n

o 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimang

telah g
g-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan keqy de':bah dengan
gan Undang-

pilasi Hukum Islam ¢

Naan Undang_
ang'Undang NOmor 7
Tahu

Undan
yndan
Indoneﬁa.
Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula gyq oran
saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat, keduanya telah memberikai
keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian

Jntara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai

g Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasa 134 Kom

perikut:

. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 05 Oktober 2013 di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak:

- Bahwa kedua Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan
menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa para Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat;

- Bahwa para Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Mei 2015 dimana Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah

orang tua Penggugat:;

Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

hingga sekarang sudah berlangsung selama dua tahun tujuh bulan tanpa

saling memedulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pemah memberi nafkah
ntuk Penggugat.

at,
Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugd
Namun tigak berhasil.
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Menimba"g' bahwa keterangan para Saksi
d kharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya ¢

. a 1 .
(el penyampaian Penggugat, bukan didengar dan dilihat sendiri
ada ara Saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, kare

idasarkan

Sehingga

grangal PEe = Na hanya
¢ umber dari cerita Penggugat, oleh karenanya keterangan Para Saksi pada
s

be k dapat diterima sebagaimana ketentuan KUH Perdata Pasal

jasamya tida _ o
07, namun hal lain yang menjadi pertimbangan adalah perkara perceraian

ikatan dengan privasi dan ab rumah tangga seseorang, karena
setengharan dalam sebuah rum?h tangga sulit diketahui oleh orang ain,
<ehingga akan sulit mengetahui penyebab pasti dari perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para Saksi mengetahui
bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei
2015 yang hingga kini berlangsung selama dua tahun tujuh bulan tanpa saling
mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri
dalam rumah tangga dapat meliputi perselisihan dan pertengkaran yang terlihat
dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata,
dan adapula yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti
antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau
tidak saling memperdulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi
tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Manimbang, bahwa dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama dua tahun tujuh bulan
menjadi persangkaan majelis hakim mengenai ketidakharmonisan rumah
angga Penggugat dan Tergugat, dimana perpisahan tempat tinggal selama
dua tahun delapan bulan merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan
::arj:?:ki’:“ yang teru"s menerus antara Penggugat dan Terg'ugatl. Sehingga

N I;Zendapat jika Feterangan para Saksi yang dlhadlrkan. t;le:
ermn dengf::bm '-telah 'salmg bersesuaian antara satu denga.n yang lain da
dalil dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan

9
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1esia
pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan, kesa

stentudl .
( arkuat dan memperteguh dalil daljf gugatan Pengg

120 Para Sayg;
Ugat.

- K
(olah mem? berd ,
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatap, Pengg

kti surat dan keterangan kedua Saksi tersep M
yimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara in

Ugat dihUbungkan
Jengan hu ajelis Hakim telah

dapat MeN | sebagai berig.
gahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri, menjkah pad
' a

. - 05 Oktober 2013 di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan
Balusu, Kabupaten Barru (vide bukti P) dan telah dikaruniai satu orang
anak.
pahwa terbukli rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tigak
harmonis 1agi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat sering keluar malam dan menjalin hubungan asmara dengan
wanita lain;

. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah bemisah tempat tinggal
sejak Mei 2015 yang sudah berlangsung selama dua tahun tujuh bulan:
Bahwa terbukti, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.

. Bahwa terbukti Tergugat tidak pemah memberikan nafkah untuk
Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah
tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang
harmonis dan bahagia, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dengan indikasi masing-masing telah hidup
secara terpisah yang kini telah berjalan selama dua tahun tujuh bulan.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut pada gilirannya
akan menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak, maka Majelis
Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tefah
kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanyd sallng-
Menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami
st sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 T2htn e
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tidak dapat dilaksanakan, - sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

Jiamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang

Undangd Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk
membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila
kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan

membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi
bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka
alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti
cebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah

beralasan dan berdasarkan Hukum, sedangkan usaha perdamaian sesuai

dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1)

dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975

b : -
ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian at :h“
dipandang sebagai “Tasrih pi ihsan”, hal ini relevan dengan pendapa

pat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil [slamiyah

Hukum Islam yang terda n majelis hakim dalam

Wal Qonun halaman 40 yang menjadi dasar pertimbanga

bt : i berikut:
FABEST g St R L perkd a melakukan perceraian adalah

"Sesungguhnya sebab diperbolehkanny perkawinan ketika terjadi
- _
adanya kehendak untuk melepaskan ikata ; antara suam

i 4 rasa benc
pertengkaran (berfatar belakang) akhlaq dan timbulny

kkan
n untuk menega
isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupa

11
hukum Allah”.

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: “Pengadilan setelah
berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan
telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan
tersebut dikabulkan'.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti
beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Tergugat
yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di
persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan
bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas
suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, maka talak
yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana
yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Rl Nomor 28/
TUADA- AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban

Panitera untuk mengirim salinan Putusan sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai
Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan

bah
Wa Penggugat yYang berdomisili di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru,
12
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dan Tergugat yang berdomisili di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang
dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang
dilangsungkan di Kecamatan Balusu, Kabupaten Kabupaten Barru, maka
sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten
Barru.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan

peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Jusri bin Mappeasse

terhadap Penggugat, Puspitasari binti Hasanuddin;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru
dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru,

Kabupaten Barru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar bia

. . ya perkara sejumlah
Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam fibu rupiah) |

Demikian diputuskan dalam rapat PeMusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 Masehi i

dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439
Muhammad Fitrah, S.H.l., M.H.|.

bertepatan
Hijnyah, oleh  kami
, Sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S H.l. dan
Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ity juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh/Hakim

ota dan dibantu
oleh Hj. St. Husniati, sebagai Panitera Pengganty/serta dihadiri ole Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat. )
METERAI
TEMEEL

86545

6000

ENAMRISU RUPY

12 Ketua Majelis
akim Anggota g

Muhammad Fitrah, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

i

Ugan-Gandaika, S.H., M.H.

Hj.

Perincian Biaya perkara:
¢ Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
e Biaya Proses Rp 50.000,00
e Biaya Pemanggilan Rp 285.000,00
¢ Biaya Redaksi Rp 5.000,00
+ Biaya Meterai Rp 6.000.00

Jumlah Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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